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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penjabaran yang digambarkan oleh peneliti di bagian 

sebelumnya, disimpulkan bahwa: 

1. Bawaslu Kota Banjarmasin berperan dan kinerjanya cukup aktif  dalam 

melaksanakan pengawasan pemilihan umum dari awal pendaftaran calon 

peserta hingga penghitungan suara yang diperoleh, walaupun peran yang 

dilakukan Bawaslu Kota Banjarmasin sudah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 kenapa dikatakan cukup aktif karena masih 

adanya masalah dalam kinerjanya yaitu terdapatnya hambatan-hambatan 

baik secara internal maupun eksternal. 

2. Kemudian dari pengawasan pemilu yang dijalan Bawaslu Kota 

Banjarmasin setelah peneliti melakukan penelitian dan wawancara maka 

memang ada hambatan yang dimiliki Bawaslu Kota Banjarmasin. 

Hambatan ini banyak dimiliki secara interneal saja, dari hambatan 

kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pengawasan 

yang tidak seimbang dengan jumlah yang harus diawasi, pengrektutan 

untuk sfatt yang selalu bersamaan dengan pihak KPU, terjadinya 

penghitungan ulang yang membuat jam lembur terbanyak, minimnya
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pengetahuan pagi pengawas TPS yang melakukan pengawasan, Dana 

Operasional, hambatan dari geografis yang menyulitkan Bawaslu Kota 

Banjarmasin untuk melakukan verifikasi Data Vaktual dan pengantaran 

kotak surat suara. Adapun hambatan secara eksternal yang dialami 

Bawaslu Kota Banjarmasin pada saat Pandemi Covid-19 yang 

mengharuskan melakukan kegiatan hanya melalui aplikasi Zoom  saja 

membuat kegiaatan yg dilakukan sangat kurang efesien. 

B. Saran  

1. Kepada Bawaslu Kota Banjarmasin diharapkan agar kiranya terus 

meningkatkan peran dalam tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam 

pengawasan pemilihan umum di Kota Banjarmasin yang berdasarkan 

dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017. 

2. Untuk jajaran dibawah keanggotaan Bawaslu Kota Banjarmasin untuk 

lebih memahami dan berkontribusi dalam tingkat pengawasan, apabila 

ada dugaan segera laporan dan apabila ada kecurangan segara ditindak 

lanjuti sebagaimana mestinya dalam peraturan Undang-Undang No. 7 

tahun 2017. 




